PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
L. JEND. AHMAD YANT NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK ~ KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

S

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/047/DPMPTSP/SPDV2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Menten Penddikan dan Mslucayzar
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendiman Perubatan car
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Mensngah menegssian bzhes
Pendinan Satuan Pendidikan Dasar dan Manengzh wajic mamoeoen or
Pemerintah atau pemennizh dasrah sesual dengan kewenanganmys

b. bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dmatsud daiam fus 2
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Wodzal <=
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangsa =iang &n
Operasional Pendidikan Dasar.

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik Indonesiz Nomor 28 Taum 1858 =m=rg
Pembentukan Daerah-Dasrash Tingkst | d Sulawssi Tengsh (lemba=n
Negara Republik Indonesia Tahun 1858 Nomor 74, Tambahan Lemitar=n
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teniang Ssim Ponddiéan
Nasional (Lembaran Negara Repubfik Indonesiz Tahun 2003 Nomaor 72
Tambahan Lembaran Negara Republiik indonesia Nomor £3011:

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahum 2004 =nt=ng
Perimbangan Keuangan Antara Pemarintah Pusat dan Pamerinzh Dasan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2034 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Repubik indonesiz Tahum 2004 Nomor
4438),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 feniang Pemarnizhon Des=n
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesiz Nomor 3587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dangan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipia Kejja (Lembaran Negars Repubiic
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nega= Repuliix
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 {eniang Pambagian Unusan
Pemerintah Antara Pemerintah Pusat Pemerinish Daarsh Provinsl can
Pemerintah Daerah Kabupatenota (Lembaran Negaz Raspudik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Nagara Rapudiic
Indonesia Nomor 4737);

K 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengeloizan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubik Indonesa
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negars Repubik Inconesz
Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 87 Tahum 2014 =niang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendinan, Perubshan dan Pemulupen Sstuan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negarz Repubik Indonesas
Tahun 2014 Nomor 607);
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MEMUTUSKAN ;

WIORL DRN VELLFNAN

EAMCOLRS TENTENG
(20 OFERASIONAL SATURN PENUILIVAN UrLAE B0 INPRES TRANS
SAMPAY.A 2 DI DESHK CAMPREA VECLIMTIN BAIFLEMG

KEPUTUSAN VEPALA DINAS PENAIAIIH I

- Wembertan 1zin Operasund Pendidian Dgaat Yepass

1. Mama Lembags . 8D INPRES TRAMNS BAMPAY.A Z

2. Jenis Perdvdivzn . Cavaah Dassr

3. Rlamat . Desg Garmpara Vecamdisn Buzemt
. Penanggungjanab - KEPALA SEXKOLAH

4
5. Yayasan/Penyelenggara. Pemerintzh Yaoupaten Barggz:

. Pemegang 1zZinViajb

1, Wenyelenggarakan Pendidivan Datar tersetat sedemivian 1upa, Sehings
dapat memeruhi fungsl sosialirya terhadap masyar e,
2. Meraati Peratusan Perundangan yang beraky ztau yang dientufaan
3, Mengirimban laporan butanan / trimstan dengan ketentuan menunst model
yaryy diterturan,
4, Dapat mengeluarkan Sertfivat / Surat Keterangan bagi peserta ddic.
ini mulal beraky selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dietapkan

: Keputusan
sampai dengan 21 Februarl 2026 dengan ketentuan apabila diremudian han

terdapat kekeliruan  dalam penetapannya akan diubah dan diperbai
Ditetapkan di  Luwuk
Pada tanggal 21 Februari 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

mwmu SATU PINTU
“ “KABIRATEN BANGGAI

.

@nihs Utama Muda, IV/C
16670103 199303 1 011
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